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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI PAKAIAN 
BEKAS (THRIFTING) DITINJAU UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN TAHUN 1999  (STUDI PADA C- CHASE STORE MEDAN) 

 
OLEH: 

SAFIRA AMALIA 

NPM: 198400120 

 
Gaya hidup masyarakat yang semakin maju mendorong kebutuhan 

masyarakat akan pakaian meningkat.Rumusan masalah penelitian ini yaitu 

Bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (thrifting) ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada   C- 

Chase Store Medan dan Bagaimana analisis perlindungan konsumen dalam jual-

beli pakaian bekas (thrifting) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metodeologi penelitian adalah 

Normatif -Empiris. Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normatif empiris 

Penelitian ini mengambil studi kasus Toko C-Chase Store Medan sebagai data 

primer, serta data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999, dan publikasi hukum yang relevan dengan penelitian. Analisis 

dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh serta bagaimana 

menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari 

permasalahan. Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Pakaian 

Bekas (thrifting) ditinjau dari UUPK No.8 Tahun 1999 pada Toko C-Chase Store 

Medan selama toko beropekasi belum pernah terjadi sengketa konsumen sama 

sekali. Serta Analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas 

(thrifting) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Sesuai dengan fakta di C-Chase 

Store produk yang dijual diinformasikan sebenar – benarnya. Toko juga 

menerima pengembalian barang dari konsumen apabila ternyata barang yang 

dibeli cacat atau merugikan konsumen itu sendiri. 

Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas, Perlindungan Konsumen 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

   Perkembangan perekonomian yang  pesat, telah menghasilkan beragam    

jenis dan variasi barang atau jasa. Dengan didukung teknologi dan informasi,   

perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah  melintasi  batas-

batas  wilayah  negara, konsumen pada  akhirnya  dihadapkan  pada berbagai pilihan 

jenis barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  secara  variatif. Salah  satunya  adalah 

pakaian, pakaian merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang 

mana dalam setiap aktivitasnya manusia memerlukan pakaian untuk menutupi 

tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai   

dengan  kebutuhan dan selera  yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian 

yang memiliki brand.1 Pasar barang thrift fashion, atau sering juga disebut sebagai 

pasar barang bekas, telah menjadi tempat populer bagi konsumen yang mencari 

barang-barang fashion dengan harga terjangkau. Salah  satu  gaya  hidup  lama  yang  

sekarng ramai digandrungi masyarakat yaitu berburu  pakaian bekas untuk fashion 

hal ini dikenal dengan istilah thrifthing.2 

Perdagangan pakaian bekas impor telah lama beredar di Indonesia. Meski 

impor pakaian bekas dilarang, namun masih banyak pakaian yang beredar di pasar. 

Ada pedoman mengenai aturan impor dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan. Dijelaskan dalam Permendag Nomor 51/M-DAG/7/2015 

tentang Larangan Impor Pakaian Bekas bahwa pakaian bekas impor berbahaya bagi 

                                                 
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.68.    
2 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hal.152.   
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kesehatan. Untuk mencegah terjadi usaha yang merugikan bagi konsumen terdapat 

sebuah aturan izin usaha Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja di dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan untuk perizinan berusaha harus 

mempunyai nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Perizinan Berusaha adalah 

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan kegiatannya. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

Masalah perdagangan pakaian bekas telah menyebar ke beberapa di negara-

negara dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Masalah ini 

berdampak negatif di negara berkembang, muncul sebagai pusat pakaian bekas 

yang tidak digunakan di negara maju. Sebagian besar pakaian yang dijual bermerek 

luar negeri, terutama dari Asia. Tren fashion anak muda saat ini tertarik dengan gaya 

fashion Korea Selatan dan Jepang, pakaian Asia sangat cocok dengan postur tubuh 

kebanyakan orang Indonesia.  

Hal tersebut relevan dengan teori setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan 

dasar, tidak terkecuali dengan manusia yang memiliki kebutuhan hidup yang lebih 

banyak dari makhluk hidup lainnya. Ada beberapa golongan kebutuhan yakni 

primer, sekunder, dan primer. Kebutuhan primer terdiri dari kebutuhan pangan/ 

makan, papan/rumah atau tempat tinggal, dan sandang/ pakaian. Seiringnya waktu 

kebutuhan primer yang khususnya pada sandang atau pakaian memiliki fungsi lain. 
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Pakaian merupakan kebutuhan hidup berfungsi sebagai pelindung kulit manusia 

dari sinar matahari kini memiliki fungsi lain yakni penunjang gaya hidup.3  

Kebutuhan dari gaya hidup, perilaku konsumtif yang berdasarkan ego 

manusia untuk kesenangan, sering terjadi dikalangan masyarakat, salah satunya 

adalah berbelanja pada masyarakat menengah ke bawah ingin berpenampilan modis 

dan trendy dengan pakaian yang bermerek akan mencari alternatif atau kebutuhan 

gaya hidup dengan berbelanja pakaian salah satunya pakaian bekas.4 Bahwa atas 

hal tersebut, pakaian bekas (Thrifting) menjadi permintaan yang sangat tinggi 

bahkan jual-beli pakaian bekas sangat banyak dipasaran, tetapi pakaian bekas atau 

pakaian bekas memiliki beberapa dampak negatif seperti terhadap pendapatan 

negara karena mengakibatkan adanya kerugian bea masuk negara, terhadap 

ekonomi negara karena banyak penjualan pakaian bekas berdampak kepada usaha 

perdagangan kecil dan menengah yang berjualan pakaian lokal, terhadap industri 

dalam negeri, kesempatan kerja dan tenaga kerja karena adanya hambatan produksi 

yang sedikit tentunya industri tekstil dan produk tekstil akan berkurang dan akan 

mengurangi pekerjanya, kemudian yang paling penting dampak kepada Kesehatan 

karena ada kemungkinan konsumen akan terjakitnya penyakit kulit karena adanya 

jamur dan bakteri di pakaian walaupun adanya pembersihan.5 Namun disini, penulis 

hanya membahas terkait dengan kajian hukum terhadap pakaian bekas ditinjau  dari 

UUPK. 

                                                 
               3 Ni Made Indah Krisna Dewi, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen 
Di Kota Denpasar”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No. 1, (Desember, 2020), hal. 217   

4  Roberto Tambunan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean 
Penyeludupan Pakaian Bekas” , JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2 No. 2, (Maret, 2019), 
hal.161 

5  Arifa Filza Yaneski, “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian 
Bekas di Provinsi Riau,Indonesia”, Journal of International Relations, Vol 1 No. 2, ( Juni, 2018) 
hal.154 
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Bahwa karena banyak orang yang menggunakan atau memanfaatkan 

pakaian bekas untuk menenuhi kebutuhan primer. Ada yang menggunakannya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan ada juga yang dijadikan bisnis untuk 

diperdagangkan. Penulis melakukan pencarian di berbagai sumber media dan 

menemukan bahwa Negara Indonesia tidak memperbolehkan perdagangan pakaian 

bekas, baik itu dari dalam ataupun luar negeri.   

  Akan tetapi masih banyak pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli 

pakaian bekas yang bisa ditemui di berbagai pasar di Indonesia. Terlihat jelas pelaku 

usaha hanya memperhatikan keuntungan mereka dari hasil perdagangan pakaian 

bekas, tetapi mengesampingkan peraturan tentang perbuatan yang tidak 

diperbolehkan oleh pelaku usaha. Aturan tentang pakaian bekas impor juga diatur 

dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, peraturan tersebut 

menjelaskan bahwa sudah sangat jelas negara Indonesia tidak memperbolehkan 

kegiatan impor dalam keadaan tidak baru, seperti pakaian bekas. Larangan 

penjualan itu dibuat karena terdapat virus pada pakaian bekas yang dikhawatirkan 

akan menimbulkan penyakit. Tetapi masih saja diminati oleh masyarakat, karena 

pakaian bekas ini menolong mereka terutama warga masyarakat kelas bawah.  

Masalah lain yang sulit pemerintah lakukan meniadakan penjualan pakaian 

bekas impor karena berbagai hal yang tidak terkendali. Masuknya barang tersebut 

melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di banyak pulau secara ilegal dan mudah diakses 

oleh masyarakat umum.6   Larangan penjualan pakaian bekas juga di dasarkan pada 

aturan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

                                                 
6  Ayu Lidia, “Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Di Pangkalan Bun”, Juristek,Vol.5 No.1 (Juli 2016), 
hal.105.   
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Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” 

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan 

terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan berbagai 

macam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan 

konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada 

pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan 

konsumen. 7 Semakin terbukanya pasar nasional, konsumen harus tetap 

mendapatkan jaminan akan mutu barang dan/atau jasa yang diperoleh. Kepentingan 

konsumen pun dilanggar dengan perlakuan beberapa pelaku usaha yang mulai 

curang. Tidak adanya perjanjian tertulis sehingga konsumen mudah di ciderai.  

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya 

konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. 

Konsumen tidak hanya harus di lindungi dari barang-barang yang berkualitas 

rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, karena 

sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan 

atas hak asasi manusia. Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku 

usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar 

konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.8  

                                                 
 7 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013),  hal.1   

8 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010,)  hal. 1        
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Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih 

mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul 

“Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrifting) 

Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.”   

1.2. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai  

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (thrifting) ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

pada   C- Chase Store Medan ?  

2. Bagaimana analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas 

(thrifting) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen?  

1.3. Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual-beli pakaian bekas (thrifting) 

ditinjau dari Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen Tahun 1999 pada C- Chase Store Medan 

2. Untuk mengetahui analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian 

bekas (thrifting) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen.  
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1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

a. Secara Teoritis  

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan wawasan terutama dalam perkembangan hukum dibidang hukum perdata 

yang berlaku dikehidupa sehari – hari menyangkut hukum perlindungan 

konseumen. Serta dapat dijadikan referensi selanjutnya untuk penelitian 

mengenai Perlindungan Hukum Konsumen 

b. Secara Praktis 

Adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapt digunakan sebagai salah satu 

bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam rangka 

pemenuhan hak – hak konsumen yang menyangkut jual beli pakaian bekas.  

1.5  Keaslian Skripsi 

 Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan 

Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul 

penelitian ( Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas 

(Thrifting) Studi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( Studi Pada C-

Chase Store Medan ). Walaupun ada beibeirapa peineili iti ian laiin yang hampi ir 

seijeini is deingan peineili iti ian yang peineili iti i lakukan, akan teitapii iini i teirbuktii 

bukan me irupakan dupli ikasi i ataupun plagi iat darii hasi il karya peinuli is laiin. 

Adapun peineili iti ian peinuli is laiin, di iantaranya:  
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1. Veranda Dwi Cahya, (2023), Univeristas Islam Indonesia,” Transaksi 

Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen 

Dan Perpesktif Islam (Studi Pada Kakanona Thrift)”. Peneliti ini 

bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau 

dari perlindungan konsumenn, dan untuk menganalisis transaksi jual 

beli pakaian bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 

2. Pratiwi Andriani, (2023), Universitas Islam Negeri Mataram, “ 

Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) Via Online Dan 

Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”. Peneliti ini 

bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor 

(thrifting) via online dan pengembangan ekonomi perspektif maqashid 

syariah. 

3. Nabella Pena Restuti, ( 2023), Universitas Islam Negeri Fatmawati 

Sukarno Bengkulu, “ Analisis Strategi Pemasaran Pada Jual Beli 

Pakaian Bekas (Thrifting) Perspektif Pemasaran Syariah (Studi Di Toko 

Bunda Desa Jembatan Dua Kabupaten Kaur). Peneliti ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran syariah pada jual beli 

pakaian bekas (thrifting) di Toko Bunda Kabupaten Kaur. Beirdasarkan 

keiti iga judul di iatas teirdapat peirbeidaan deingan peineili iti ian yang di ilakukan 

oleih peineili iti i. Pada peineili itiian peineili iti i yang beirjudul Kajian Hukum 

Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Ditinjau Dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 ( Studi Pada C- 

Chase Store Medan) . Peneliti bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

jual-beli pakaian thrifting ditinjau dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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1999 tentang perlindungan konsumen. Serta untuk mengetahui analisis 

perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (thrifting) yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Adapun peirbeidaan yang dapat te irli ihat jeilas 

i ialah bahwa pada ke iti iga peineili iti i teirdahulu di iatas meimpunyai i teimpat 

peineili iti ian yang beirbeida – beida deingan peineili itii. Oleih kareina i itu 

peineili iti ian i ini i diikateigoriikan seibagai i peineili iti ian yang baru dan 

keiasli iannya dapat di ipeirtanggungjawabkan, kareina di ilakukan deingan 

nuansa keii ilmuan, keijujuran, rasi ional, objeikti if, teirbuka dan dapat 

di ipeirtanggungjawabkan se icara keii ilmuan akadeimi is. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Uraian Tentang Jual-Beli  

2.1.1 Pengertian Jual Beli   

Jual beli adalah salah satu kegiatan tukar menukar barang dengan uang, 

atau dengan alat tukar lainnya yang telah disepakati untuk mendapatkan hak 

kepemilkijan. Dalam jual beli pasti terdapat barang yang diperjual belikan, pelaku 

usaha, dan juga konsumen. 

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata bahwa, jual beli merupakan sebuah 

perjanjian antara dua belah pihak yang mengikat, yang mana salah satu pihak 

menyerahkan suatu barang atau benda, dan pihak lainya membayar benda atau 

barang tersebut sesuai kesepakatan.9 Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik 

dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas 

suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga 

yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik 

tersebut.10   

Jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan yang menjadi debitur 

adalah penjual. Ini tidak benar karena hanya menggambarkan sepihak saja, 

sedangkan jual beli adalah perjanjian timbal balik, baik penjual maupun pembeli 

sesuai dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu:  

1) Individu sebagai persoon atau manusia tertentu;  

                                                 
      9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   
 10 Subekti, Aneka Pejanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 1.   
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a) Natuurlijke persoon atau manusia tertentu.  

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat 

tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. 

Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah 

pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila 

anak belum dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang harus  

bertindak.  

b) Rechts persoon atau badan hukum.  

 Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, dapat berupa kooperasi 

dan yayasan. Kooperasi adalah suatu gabungan orang yang dalam 

pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum 

tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu badan hukum dilahirkan oleh 

suatu pernyataan untuk suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, 

yayasan bertindak rsoon yang dapat diganti. Mengenai persoon kreditur 

yang dapat diganti, berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah 

ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya 

dengan kreditur baru.11  

2.1.2 Perjanjian Jual Beli  

  Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas 

kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

                                                 
 11 M.Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2000), hal.16  
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telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 

KUHPerdata.12 

Di Indonesia dengan mendasarkan diri pada Pasal 1457 KUHPerdata, jual 

beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. 

Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui 

bersama dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yag 

disetujui bersama. 13  Dari Pasal 1457 KUHPerdata tersebut dapat diartikan, 

bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-

masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang 

diperbuatnya. Dari definisi Pasal 1457 KUHPerdata menurut penulis kurang 

efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan 

dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada 

pembeli. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli, maka salah 

satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang 

dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan 

barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.14 

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai 

barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum 

dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat 

ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”. 

                                                 
12 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 

1456 BW), (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hal. 63 
13 Ridwan Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2016, 

hal. 2-3. 
14 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, ( Bandung: Alumni, 2005), hal. 27. 
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2.1.3 Hak Penjual dan Pembeli 

  Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang 

berbunyi:“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Definisi Pasal diatas, bahwa 

penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan 

kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu 

pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. 

2.1.4 Kewajiban Penjual dan Pembeli 

  Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdata ada dua kewajiban penjual yakni 

menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin. 

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum 

diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari 

si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 

tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-

masing macam barang itu diantaranya.15 

1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi: 

“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan 

dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, 

atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu 

berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus 

                                                 
15 Subekti, Aneka Perjanjian, cetakan ke X , ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 

hal.9. 
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diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak 

menerimanya”. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan 

menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada 

dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara 

simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si 

pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang 

terakhir ini terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang 

berarti penyerahan tangan pendek. 

2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik 

nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdata dihubungkan 

dengan Pasal 620 KUHPerdata. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan 

mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPdt, sudah diatur 

dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). 

Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat 

barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang 

demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli 

mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan 

membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, 

pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat 

tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli. 
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2.1.5 Berakhirnya Jual Beli 

  Pada hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi 

antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak 

perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila:  

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;  

b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian;  

c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya 

peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir;  

d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak 

atau salah satu pihak;  

e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim;  

f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai;  

g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.  

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan 

perjanjian jual beli berakhir, antara lain:  

a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim;  

b. Karena pembeli jatuh pailit berdasar putusan hakim; 

c. Karena pembeli meninggal dunia 

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang diatas, maka perlu adanya 

pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas 

umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya 

merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita 

kerugian tersebut. 
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2.2 Uraian Tentang Perlindungan Konsumen  

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen  

  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan 

bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan 

berdasarkan atas sistem konstitusi. Hal ini berarti penyelenggaraan dalam bidang 

apapun harus didasarkan pada suatu kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara tanpa 

terkecuali tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang diskriminatif itu.  

  Menurut Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum merupakan suatu 

kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek 

hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan 

eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya 

secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi 

khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun  

struktural.16  

                                                 
         16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Peradaban, 
2007),  hal.2  
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 Perlindungan konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan 

dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya 

dalam kehidupan bermasyarakat.17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  

1999 Tentang Perlindungan Konsumendalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan 

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai 

benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku 

usaha yang hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.  

 Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum, oleh 

karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, 

ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku 

untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum  

Privat (Perdata) maupun dalam bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum 

Administrasi Negara).18 Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat 

konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, 

menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.31  

                                                 
                    17 Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan 
Tanggung Jawab Produk), Cetakan Pertama, (Jakarta: Pante Rei, 2005), hal.11  
                   18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1.  
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2.2.2 Asas Perlindungan Konsumen  

 Perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai 

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan 

nasional, yaitu:  

1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan;  

2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan  

melaksanakan kewajibannya secara adil;  

3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil dan spiritual;  

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan;  

5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
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penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen   

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen sebagaimana diatur 

pada Pasal 3 UUPK adalah sebagai berikut:  

1) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan  untuk melindungi diri;  

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;  

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi;  

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha;  

6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 

keselamatandan keamanan konsumen.  

 Menurut A.Z Nasution sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, ia 

membedakan pengertian antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan 

konsumen. Menurut A.Z Nasution pengertian hukum konsumen ialah “keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara 
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berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di 

dalam pergaulan hidup”. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan 

“bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.19  

 Berkaitan dengan pengertian hukum konsumen dan hukum pelindungan konsumen 

yang telah disebutkan diatas, maka disimpulkan beberapa pokok pemikiran:  

1) Hukum konsumen memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan 

dengan hukum perlindungan konsumen.  

2) Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen adalah masyarakat 

sebagai konsumen, dan di sisi lain pelaku usaha, atau pihak-pihak lain 

yang terkait, misalnya distributor, media cetak dan televisi, agen atau 

biro periklanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan sebagainya.   

3) Objek yang diatur adalah barang, dan/atau jasa yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha/produsen kepada konsumen.  

4) Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha 

mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang 

dapat menjamin dan melindungi konsumen.20  

2.2.4 Peran UUPK Dalam Kegiatan Jual Beli 

  Pengawasan oleh Negara dilakukan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan konsuemn serta penerapan ketentuan peraturan perundang- 

                                                 
                       19  Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), hal.104  
                       20  Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari 
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2011) hal.58  
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undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen dan swadaya masyaratat, selain atas penyelenggaraan 

perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang – 

undangannya, juga dilakukan atas barang atau jasa yang beredar dipasar. Bentuk 

pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survey. Aspek 

yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, 

pemasangan dan kelengkapan info pada label/ kemasan, pengiklanan dan lain-

lain. 

  Pada dasarnya persaingan dalam suatu perekonomian modern adalah 

sesuatu yang penting dan wajar sehingga pelaku ekonomi (pengusaha) wajar juga 

apabila menginginkan keuntungan yang optimal. Keuntungan tersebut harus 

diperoleh secara jujur dan wajar. Dalam kaitan ini, maka profesionalisme dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi khususnya dalam dunia bisnis, merupakan suatu 

hal yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.21 

  Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat 

aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya campur tangan Negara melalui 

penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu 

telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

  

                                                 
21 Martha Eri Safira, Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis), ( Ponorogo: CV. Nata Karya, 

2017), hal. 57 
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2.3 Uraian Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha  

2.3.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha 

 Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata 

consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.22 

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan 

produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan 

sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  

Tentang Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingn diri sendiri,  

keluarga  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  utuk  

Diperdagangkan”.23  

Inosentius Samsul dalam buku milik Zulham menyebutkan konsumen 

adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 

diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam 

Darus Badrul Zaman dalam buku milik Zulham mendefinisikan konsumen dengan 

cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: 

“Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”. 

Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:  

1) Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.  

                                                 
 22 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013),  hal.15   

23  Azharruddin. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: 
Diadit Media, 2001), hal.13  
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2) Konsumen antara (intermediate consumer) , adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan 

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.  

3) Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang 

mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hdup 

lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari 

keuntungan kembali. 

 Berdasarkan pengertian di atas, konsumen tidak hanya sebagai pembeli tetapi dia 

juga sebagai pihak yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen 

juga bukan merupakan orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa terakhir 

tetapi seseorang yang menggunakan suatu barang tersebut untuk tujuan tertentu. 

Jadi, yang terpenting adalah proses transaksi yang terjadi berupa peralihan barang 

dan/atau jasa yang di gunakan oleh konsumen.  

   Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sebagai  

berikut: “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”   

 Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, 
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leveransir, pengecer, dan sebagainya. 24  Pelaku usaha yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sama 

dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa 

perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah 

mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia.  

 Hubungan pelaku usaha dan konsumen terjadi semenjak terjadinya sebuah\ 

kesepakatan. Pelaku usaha mempunyai pengertian yang sangat luas, sehingga tidak 

menutup kemungkinan bahwa pelaku usaha bukan hanya sebagai produsen tetapi 

juga bisa sebagai pihat terakhir yang menjadi perantara. Luasnya pengertian akan 

pelaku usaha hal tentu saja akan mempermudah konsumen dalam hal apabila terjadi 

kerugian dan meminta ganti rugi. Konsumen dimudahkan dengan pengajuan 

perlindungan hukum sehingga konsumen mendapatkan perlindungan secara 

maksimal.25 

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa UU Perlindungan Konsumen tidak 

hanya ditujukan semata-semata untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen saja, 

tetapi juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha 

                                                 
                 24  Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal.8  
  25 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal.38  
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juga mendapatkan jaminan hukum dari Negara, dan untuk menciptakan 

kenyamanan. Dalam berusaha serta menciptakan keseimbangan antara pelaku 

usaha dan konsumen. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-

hak dan kewajibankewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen 

telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban kewajiban. Hak - hak 

dan kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Perlidungan Hukum Konsumen Pasal 6 tentang hak pelaku usaha, yang berbunyi:  

a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

b Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik;  

c Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen;  

d Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen;  

e Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya. 

Sedangkan, Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha, yang berbunyi:  

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen, secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku;  

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan ataugaransi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 
2.3.3 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Kewajiban utama konsumen adalah membayar sejumlah harga pembelian pada 

waktu dan tempat sebagaimamna ditetapkan menurut perjanjian disepakati. 

Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal 

ini tidak tercantum dalam Pasal Undang - Undang, tetapi sudah termaktub 

dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli. Kewajiban konsumen dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 5, yang 

berbunyi:  

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.  

Sedangkan, hak konsumen dijelaskan secara terperinci dalam Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang berbunyi:  
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;  

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,  

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;  

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.  
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2.4 Uraian Tentang Pakaian Bekas (Thrifting)  

2.4.1  Pakaian Bekas ( Thrifting) 

  Thrift disini memiliki arti menghemat, yakni penghematan terhadap uang 

yang dikeluarkan seseorang sehingga dapat disimpulkan bahwa ini berarti 

penghematan. Dalam arti lainnya thrift adalah barang bekas yang berasal dari 

lokal maupun impor barang-barang ini kembali dengan harga yang murah tentu 

dengan kualitas yang baik. Barang thrift bukanlah barang yang 100% utuh 

kualitasnya, juga ada beberapa barang yang masih terlihat bagus dan bahkan 

terlihat masih berkualitas. 

  Sering sekali terdengar kata thrift, thrifting dan thrift shop. Dari kata-kata 

ini terdapat beberapa perbedaan makna jika thrift adalah barang bekas maka 

thrifting adalah suatu kegiatan membeli barang bekas sebagai salah satu usaha 

menghemat uang dengan mendapatkan barang yang bagus dan efisien. Dan juga 

dapat diartikan sebagai penghematan dalam berbelanja dengan tidak boros. 

Sedangkan kata thrift shop adalah istilah untuk pasar loak, thrift shop di sini 

banyak ditemukan banyak tokoh-tokoh yang sekarang berubah menjadi thrift 

shop dan juga sekarang banyak ditemukan tokoh-toko online nya di beberapa 

platform-platform jualan online.26 

  Ada sebagian besar dari masyarakat yang mana menjadikan thrifting ini 

sebagai sebuah gaya hidup. Fenomena thrifting ini dikaitkan dengan gaya hidup 

karena seseorang yang hidup serta membelanjakan uang dan bagaimana ia 

mengalokasikan waktu. Fenomena ini dapat mengangkat pengingat fashion yang 

                                                 
26Dandi Fadillah & Novani Azis. “Kiat Sukses Bisnis Trifting Online Via 

Instagram”, Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan Vol.1. No.3 (November, 2021) hal . 278 
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ingin tetap berpenampilan fashionable dengan budget yang murah dan kualitas 

yang baik. 

  Pemerintah mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan 

perekonomian suatu negara yaitu sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam 

tatanan pemerintahan. Memiliki peran penting dalam menjaga perekonomian 

suatu negara yaitu berfungsi sebagai:  

1) Stabilisasi  

Pemerintah bertindak sebagai aktor penting berfungsi untuk menjaga 

kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan  

2) Alokasi 

Pemerintah bertindak sebagai penyedia barang dan jasa untuk kepentingan 

kepentingan publik seperti pembangunan gedung sekolah, penyedia fasilitas 

penerangan di jalan raya, perbaikan jalan dan lain-lain.  

3) Distribusi  

Pemerintah mempunyai fungsi dalam pemerataan serta distribusi pendapatan 

masyarakat secara merata, dan tidak terpusat. 

2.4.2 Legalitas Usaha Thrift Shop Di Indonesia 

Perkembangan dibidang fashion selalu mengalami perubahan, hal ini 

terjadi karena seseorang ingin selalu tampil berbeda dan menarik. Hal tersebut 

membuat semakin menjamurnya bisnis thrift shop dan preloved di Indonesia.27 

Bisnis tersebut cukup menguasai pasar perekonomian di Indonesia, Hal 

                                                 
27 Sari, Irfa Diana dan Finisica Dwijayati Patrika, “Pengaruh e-gaya hidup, trend fashion, 

dan customer experience terhadap impluse buying produk fashion konsumen.,” Jurnal Akuntansi 
dan Keuangan Vol.18, No. 4 ( November, 2021): hal. 684 
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tersebut dibuktikan dengan adanya kemunculan berbagai toko yang menjual 

barang bekas, diantaranya tersebar di 5 (lima) kota besar di Indonesia:28 

1) Pasar Monza TPO, Tanjung Balai, Sumut (Sumatera Utara)  

Pasar Monza (Monginsidi Plaza) atau lebih familiar dengan sebutan Pajak 

TPO Tanjung Balai ini sudah ada sejak tahun 90an. Sekitar 1000 pedagang 

berjualan pakaian bekas ditempat ini. Puncak kejayaan pasar ini awal tahun 

2000-an. Disni banyak ditemukan berbagai barang impor seperti sepatu, tas, 

karpet bahkan perlengkapan dapur.  

2) Blok M square, Jakarta Selatan  

Kota Jakarta menjadi salah satu kota yang menyediakan barang bekas 

berkualitas. Pasar ini berada di jl.Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Selain pakaian bekas bermerek juga dapat ditemukan berbagai macam buku, 

kaset hingga piringan hitam bekas ditawarkan disana.  

3) Pasar Senen, Jakarta Pusat 

Pasar Senen merupakan salah satu tempat dimana kita bisa mendapatkan 

pakaian dengan model yang unik serta vintage. Seperti kemeja, topi, dengan 

ciri khas gaya retronya.  

4) Pasar Baru, Jakarta Pusat  

Pasar baru menjadi tempat legendaris untuk berbelanja pakaian bekas. Terdiri 

dari berbagai blok dalam satu Kawasan, titik lokasi yang biasanya digunakan 

berburu pakaian berada tidak jauh dari Stasiun Kemayoran, perbedaan antara 

pasar baru dan senen terletak pada kualitas barang yang ditawarkan serta 

                                                 
28  Achmad Faizal, “ 5 Tempat Berburu Pakaian Bekas (thrifting shop) Terbesar di 

Indonesia”, https://www.goodnewsfromindonesia.id , dikutip tanggal 22 Januari 2024, pukul 
17.00 WIB 
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penentuan harga. dimana pasar senen menawarkan kualitas barang, 

khususnya pakaian terbilang lebih bagus dengan harga relative lebih tinggi.  

5) Pasar Cimol Gedebage,  

Bandung Lokasi pasar ini terletak di jalan Soekarno Hatta, Panyielukan 

Bandung. Model pakaian yang dijual lebih kekinian, sehingga sering 

dikunjungi oleh kaum muda untuk membeli beberapa pakaian yang 

diinginkan. Penjual juga menawarkan harga lebih murah sehingga tidak 

membebani kaum muda yang ingin berbelanja. Sehingga hasrat berbelanja 

mereka dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang banyak.  

6) Tinevers Preloved  

Merupakan toko online di Instagram yang menjual berbagai pakaian preloved 

ecer dan grosir dan menawarkan harga murah dan menyediakan berbagai 

macam barang mulai dari kemeja, gaun, celana dan perlengkapan pakaian 

lainnya. Toko ini Terletak di DKI Jakarta  

7) Borsa_qu  

Merupakan toko preloved online di Instagram yang menjual berbagai pakaian 

anak menjualnya dengan harga lebih tinggi dibanding toko preloved lainnya, 

seperti jaket jeans, celana, rompi, pakaian tidur dan masih banyak lagi. Toko 

ini terletak di Kota Solo Jawa Tengah  

8) By.djoe  

Merupakan sebuah toko preloved di Instagram yang menjual berbagai barang 

branded dengan kondisi bagus. Seperti rok, celana jeans, kemeja, dan masih 

banyak lagi. Toko ini terletak di kota Surabaya Jawa Timur. 
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Perkembangan pada bisnis thrift shop dan preloved tentu menimbulkan 

pertanyaan mengenai bagimana legalitas bisnis thrift shop dan preloved di 

Indonesia. Legalitas suatu badan usaha merupakan unsur terpenting, karena 

merupakan identitas diri yang melegalkan dan mengesahkan suatu badan usaha.29 

Dimana legalitas usaha merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh pelaku 

usaha agar dapat mengembangkan usahanya sehingga, mampu bertahan dari 

banyaknya persaingan usaha yaitu melalui legalitas dari sebuah usaha. Izin usaha 

merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku 

usaha dengan tujuan agar dapat menjalankan usahanya secara resmi. Pelaku 

Usaha bisnis thrift shop dan preloved harus memiliki suatu izin usaha tersebut 

agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar dan memiliki perlindungan hukum, 

serta terhindar dari penggusuran dan penertiban. Namun, kebanyakan dari pelaku 

usaha sekarang sedikit yang paham akan pentingnya suatu legalitas usaha 

terhadap bisnis mereka. Kebanyakan berpikir bahwa kegiatan perizinan hanya 

dilakukan oleh usaha yang bergerak dalam skala besar saja. Padahal pada 

kenyataanya setiap usaha baik skala besar maupun kecil tetap harus mendaftarkan 

usahanya agar memperoleh suatu legalitas. Tujuan memiliki izin usaha adalah 

memberikan pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga kegiatan usaha dapat 

berjalan secara tertib dalam menciptakan keseimbangan perekonomian dan 

perdagangan barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah 

negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk 

memperoleh imbalan atau kompensasi”. Hanya saja dalam Undang-Undang 

                                                 
29 Diyan Isnaeni , “Peran Notaris Dalam Mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil,” Jurnal 

Hukum dan Kenotariatan, Vol 5, No. 2 (Mei 2021), hal. 214 
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perdagangan belum mengatur secara khusus mengenai perdagangan barang 

bekas. Ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan 

menjelaskan bahwa “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan 

wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri”. 

Menurut peraturan diatas menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki 

izin usaha dimana hal tersebut menjadi syarat untuk dapat melakukan kegiatan 

usaha dan izin tersebut diberikan oleh menteri. Berkaitan dengan kegiatan 

perdagangan barang bekas, terkait pakaian bekas, pemerintah telah mengatur 

secara tegas dan tertuang didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 menyatakan 

bahwa “Pakaian Bekas Dilarang Untuk diimpor ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini 

sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Adapun 

yang menjadi pertimbangan dalam konsideran menimbang huruf a Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 

Tentang Larangan Impor Pakaian bekas menyatakan “bahwa pakaian bekas asal 

impor membahayakan Kesehatan sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan 

digunakan oleh masyarakat. Namun, faktanya aturan tersebut berbenturan dengan 

aturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK .010/2022 Tentang Penetapan 

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, 

memberikan bea masuk sejumlah 35 % untuk pakaian bekas dan barang bekas 

lainnya. Kurangnya keserasian antara peraturan Menteri Perdagangan dan 

Menteri Keuangan dalam mengatasi kegiatan impor barang bekas terkait pakaian 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safira Amalia -  Kajian Hukum Terhadap Transaksi Jual-Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Ditinjau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 ...



34 

 

bekas, menimbulkan kehawatiran dan ketidakpastian hukum di masyarakat 

meskipun peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan ekonomi makro. 

 Adanya perbedaan pengaturan mengenai peredaran barang bekas impor, 

khususnya pakaian bekas, dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk peraturan 

yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan suatu keraguan dan konflik terhadap 

setiap peraturan perundang-undangan. 30  Kepastian hukum menjadi hal yang 

sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan mampu untuk menjamin dan 

memberikan perlindungan bagi masyarakat serta kepastian hukum merupakan 

tujuan daripada hukum itu dibentuk. Untuk mencari sebuah jalan dari 

permasalahan konflik dalam norma hukum antara peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 dan Menteri Keuangan Nomor: 

6/PMK.010/2022 diselesaikan dengan asas lex specialist derogat legi generalis. 

Dimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 

merupakan turunan dari undang undang nomor.7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, maka lex spesialisnya adalah 

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, karena 

merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan menjadi lex generalisnya. Maka dapat dikatakan bahwa selama 

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut masih berlaku akan mengesampingkan 

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang 

bekas lainnya. Sebagaimana dimaksud dari penjelasan diatas bahwa dalam kasus 

                                                 
30  Sunaryo, Sidik dan Shinta Ayu Purnamawati, “Paradigma Hukum Yang Benar dan 

Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia),” Hukum 
Pidana dan Pembangunan,Vol.1, No. 2 (April 2019): hal. 3-4 
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ini Pemerintah secara tegas melarang adanya kegiatan ekspor dan impor barang 

bekas khusunya pakaian bekas, karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perpaturan 

Menteri Perdagngan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan 

impor, kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 

51/M-DAG/PER/7/2015 telah mengatur terkait larangan impor barang bekas 

khususnya pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Disesuaikan dengan peraturan diatas maka bisnis thirft shop dan preloved 

merupakan suatu kegiatan “illegal”, pengertian dari “illegal” adalah 

tindakan/atau perbuatan melanggar atau tidak sesuai dengan perundang-

undangan. Berikut pengertian melanggar hukum menurut pengertian salah satu 

ahli, Subekti dan Tjitrosudibio menerangkan tentang perbuatan melanggar 

hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1365 KUH Perdata: “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang 

tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.31 

 
2.4.3 Faktor – Faktor Munculnya Budaya Thrift 

Dalam perkembangannya pastinya terdapat beberapa faktor-faktor yang 

akan menjadi alasan mengapa fenomena ini kembali tren di era ini. Ada faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari 

dalam diri seseorang yang dipicu dari beberapa faktor diantaranya adalah 

                                                 
31 Nurti Hidayati, “ Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk 

Wetboek ,” Media Bisnis, Vol.8, No. 1 (Maret 2016), hal.6 
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pekerjaan, gaya hidup, dan motivasi. Adapun faktor eksternal yakni faktor yang 

berasal dari luar diri seseorang yang biasanya didasari oleh lingkungan sekitar 

termasuk pada orang terdekat. Salah satu faktor eksternal yang mampu 

mendorong seseorang untuk membeli produk adalah faktor sosial, kualitas 

produk, dan harga. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

3.1.1 Waktu Penelitian  

  Waktu penelitian ini mulai dari bulan Juli 2023 sampai Oktober 2024.  

Adapun tabel penelitian sebagai berikut:  

 

  

No  

  

  

Kegiatan  

Bulan  
  

Keterangan  Juni 

2023 

Juni 

2024 

     Juli 

2024 

Agustus 

2024 

September 

2024 

  Maret 

    2025 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

 

 1 

 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

  

1  

Pengajuan 
Judul Skripsi  

                                              

2  
Seminar 
Proposal 

                                             

  

3  

Penelitian 
Skripsi  

                                              

4  

Penulisan dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                                              

5  
Seminar 

 Hasil 

                                              

6 Meja Hijau  
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3.1.2. Tempat Penelitian  

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini dilakukan di toko C- chase Store 

Medan yang beralamat Jl. Halat Sebrang No.64A , Kota Matsum II Kecamatan 

Medan Area, Provinsi Sumatera Utara 

3.2. Metodologi Penelitian  

3.2.1 Jenis Penelitian  

Dalam penyususan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif-empiris. Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman 

hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam prilaku 

nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat 

diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku 

sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-

undangan dan dokumen tertulis lainnya).32  

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang 

mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif 

(perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian 

tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada 

peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan 

                                                 
32  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press, 2020) 

hal.115   
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perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak 

- pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.  

3.2.2 Jenis Data  

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu:33 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung memuat data utama 

yakni dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung 

kepada peneliti, pada toko Cchase Store Medan dan pihak-pihak terkait. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung, 

melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi 

terdahulu, undang-undang dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data guna 

melengkapi kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini, dimana penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:  

a) Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian 

                                                 
33 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 

Indonesia, ( Malang: ITN Malang,2023), hal 112 
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ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan 

dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini 

mengandung data primer dan data sekunder.  

b) Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Narasumber. 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan.45  

3.2.4. Analisis Data  

  Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan secara 

kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian 

hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Analisis data yakni melakukan 

kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori - 

teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.   

Analisis data, yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma, angka-

angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah 

dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) apabila data itu kualitatif.    
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transaksi jual-beli pakaian bekas (thrifting) ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada   C- Chase 

Store Medan dalam pelaksanaannya belum pernah ada komplen dari 

konsumen terkait produk yang dijual belikan. Para Konsumen dapat 

melihat langsung produk yang dibeli jika menyukai maka transaksi jual beli 

dilakukan. Jadi tidak ada tipu daya kondisi produk dalam penjualan. 

2. Analisis perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas (thrifting) 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan 

“bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang bekas dan rusak tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan yang sebenarnya terlebih 

dahulu”. Sesuai dengan fakta di C-Chase Store produk yang dijual 

diinformasikan sebenar – benarnya. Toko juga menerima pengembalian 

barang dari konsumen apabila ternyata barang yang dibeli cacat atau 

merugikan konsumen itu sendiri. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dari peneliti, yaitu: 

1. Sebaikanya pemerintah harus menegakkan setinggi-tingginya dan 

menjalankan peraturan sebagaimana amanat dari Undang-Undang. Hal ini 

dimaksudkan supaya masyarakat tidak terkena dampak negatif dan masyarakat 

teredukasi bahwa mengonsumsi pakaian-pakaian bekas impor ini bertentangan 

dengan Undang-Undang dan mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan. 

2. Menyarankan kepada pelaku usaha jual beli pakaian bekas impor ini untuk 

berhenti menjual pakaian-pakaian impor bekas kepada masyarakat dan ikut 

membantu pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.   
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LAMPIRAN 

 
Gambar 1 1Berita Acara Hasil Wawancara Penelitian dengan Owner 
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Gambar 1.2Surat Pengantar Riset 
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Gambar 1.3 Dokumentasi dengan Owner di Toko Halat 
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Gambar 1.4 Dokumentasi Setelah Wawancara Di dalam Toko Halat 
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Gambar 1 5 Wawancara dengan Owner di Toko Halat 

 
 

 
 

Gambar 1 6 Wawancara dengan owner di Toko Setia Budi 
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Gambar 1.7 Kondisi Toko 
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Gambar 1.8 Surat telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara. 
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